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MOTTO 
                          
                              
    
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisaa’: 59) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi merupakan sebuah metode untuk memindahalihkan Bahasa 
Arab ke dalam Bahasa Indonesia (latin), tetapi bukan terjemahan Bahasa Arab ke 
dalam Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berpedoman 
kepada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah 
Fakultas Syari‟ah UIN Maliki Malang.  
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = Dl 
ب = B ط = Th 
ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = „(koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح = H ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = D ك = K 
ر = Dz  ل = L 
ز = R  م = M 
س = Z  ن = N 
ش = S  و = W 
ص = Sy  ىه = H 
    ي = Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda koma diatas (‟), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambang “ع”. 
 
xi 
 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =  â misalnya  لاق menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi 
alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  ًف
للها ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3.  a  syâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
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ABSTRAK 
Himmatul Ulya, Nanda. 2013. Kedudukan Dan Implikasi Hukum Surat Keputusan 
Menteri Agama Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Ditinjau 
Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Malang. Skripsi. 
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad 
Wahidi, M.H.I. 
Kata Kunci: Keputusan Menteri Agama, awal bulan Qamariyah, sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia. 
Keberadaan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan 
Qamariyah seperti ketiadaannya. Keputusan Menteri yang merupakan salah satu jenis 
peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan 
hukum mengikat tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang 
berafiliasi dengan organisasi tertentu lebih taat kepada keputusan yang dikeluarkan 
oleh organisasi tersebut. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam 
menetapkan awal bulan Qamariyah pada setiap organisasi keagamaan berbeda. 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan 
Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta implikasi yang ditimbulkan dari 
Keputusan Menteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat luas khususnya 
umat Islam di Indonesia. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain pendekatan kualitatif, 
penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), 
yang bertujuan mengetahui kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan.  
Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, maka Keputusan Menteri diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan 
hukum mengikat, karena dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Agama. Lebih 
tepatnya Keputusan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas 
Peraturan Daerah. Hal tersebut berimplikasi bahwa setiap umat Islam di Indonesia 
wajib mentaati Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan 
Qamariyah, karena salah satu kewajiban warga negara yang baik yakni dengan 
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Menteri 
merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang legal dan sah. 
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ABSTRACT 
Himmatul Ulya, Nanda. 2013. The Position and Law Implications of the Ministry of 
Religious Affairs Decree in Determining the Initial Month of 
Qamariyah Reviewed from Constitutional System of the Republic of 
Indonesia. Malang. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah 
Departement. Sharia Faculty. The State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M.H.I. 
Keywords: The Ministry of Religious Affairs Decree, Initial Month of 
Qamariyah, Constitutional System of The Republic of Indonesia. 
The existence of Ministry of Religion decree related to the determination of 
initial month of Qamariyah is such its absence. The decree, which is one type of 
acknowledged legislations and has binding law force, is not completely complied by 
society. Societies who are affiliated with a particular organization obey the decree 
issued by the organization more. It is because the methods that are used to determine 
the initial month of Qamariyah are different for each religious organization. 
This study focuses on knowing the position of the Ministry of Religious 
related to the determination of initial month of Qamariyah in the constitutional 
system of Republic of Indonesia and the implications that are arose from the Ministry 
decree. It sets out to determine the extent to which the decree must be obeyed and 
implemented by society, especially for Muslim in Indonesia. 
The type of research used in this study is normative research, which uses 
qualitative approach. Besides, this study also uses the law approach (statue approach) 
to determine the position of the Ministry of Religious in the legislation hierarchy. 
Based on the analysis of the existing legal materials, it is concluded that based 
on the law No.1 of 1950 and law No. 12 of 2011 concerning on the establishment of 
legislation, the Ministry decree is acknowledged  and has binding law force, as it is 
established by authority of the Ministry of Religious. For more precisely the Ministry 
of Religious Affairs Decree is under the Presidential Decree and above the 
Regulation. It implies that every Muslim of Indonesia must obey the decree of the the 
Ministry of Religious related to the determination of initial month of Qamariyah, due 
to one of the obligations of good citizen is to obey the regulations and the decree of 
the Ministry which is one of the legal type of regulations. 
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